114

DAFTAR PUSTAKA

Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System
(SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. Jurnal
Kebijakan Pemerintahan, 21-28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program
Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di
Kecamatan Bengalon). Jurnal llmiah Administrasi Publik, 006(01), 71-81.
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9

Imanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang I[lmu Administrasi Publik (Dari
Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). Journal Ilmu Sosial, Politik Dan
Pemerintahan, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.37304/jispar.v3il.371

JASMINE, K. (2014). No Title No Title No Title. PenambaNatrium Benzoat
Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai
Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2(4), 317-327.

Mumtaz Soraya Nasution. (2023). The Synergy of the Development Planning
Regulatory Framework with the National Legislation Program. The Journal
of Indonesia  Sustainable  Development  Planning, 4(1), 69-85.
https://doi.org/10.46456/jisdep.v4il.369

Munthe, K. (2024). Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Kaizen: Jurnal Pengabdian
Pada ..., 3, 13-21.
https://ejournal.ust.ac.id/index.php/K AIZEN/article/view/3865%0Ahttps://ej
ournal.ust.ac.id/index.php/K AIZEN/article/view/3865/2967

Musakwa, M. T. (2024). Electricity access and poverty reduction dynamics in
Botswana: an ARDL approach. Journal of Humanities and Applied Social
Sciences, 6(2), 167-180. https://doi.org/10.1108/jhass-10-2023-0128

Permatasari, A. (2017). Analisa konsep perencanaan strategis. Jurnal Ilmiah
Magister Iimu Administrasi, 9A2), 13-
17. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/27

Piroza, R. (2025). SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP ) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR Pada Tahap I RPJPD 2025-2045 Melalui Pelaksanaan RPJMD 2025-
2029. 2,201-218



115

DAFTAR DOKUMEN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 2
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD? Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun
2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi
Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri
Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif,
dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekuensi perubahan yang
mendasar terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
program/kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021.



